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ABSTRAK

Penelitian dalam rangka Penulisan hukum (Skripsi) ini berjudul “LARANGAN
PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJA JABATAN
NOTARIS", Notaris dalam menjalankan Jabatannya sebagai pejabat umum
berdasarkan Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 jo Undang - Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berkedudukan di satu
tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh
wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang untuk
membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam
wilayah kerjanya. Maka ketika seorang notaris menjalankan jabatan diluar
wilayah jabatannya ia harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian karya
tulis ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum dan notaris yang
membuat akta di luar wilayah kerja jabatan notaris. Metode penelitian skripsi ini
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan yang
tertulis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu kualitatif, dalam ini
berupa interpretasi  mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana
seharusnya penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Notaris
sebagai Openbare Ambtenare yang menjalankan jabatan diluar wilayah
jabatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai yang telah diatur dalam
pasal 84 dan 85 Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
terhadap akibat hukum akta yang dikeluarkannya dan juga jabatannya secara
administratif, perdata maupun pidana.

Kata Kunci : Akta Notaris, wilayah kerja, jabatan notaris
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BAB |
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kata notaris jika diartikan dalam bahasa Inggris disebut dengan notary.
sedangkan jika diartikan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan van
notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan hukum,
khususnya dalam bidang hukum keperdataan. karena notaris berkedudukan
sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya.*

Di Indonesia notaris pertama kali diatur dengan Instructie voor de Notarissen
Residerence in Nederlands Indie dalam Staatblad Nomor 11 tanggal 7 Maret
tahun 1822. Pada tahun 1860 pemerintahan Hindia Belanda memandang perlu

untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan Notaris di
Nederlands Indie. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan

Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie atau yang biasa disebut
Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Staatblad Nomor 3 tahun 1860
sebagai pengganti Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Reglement op Het

Ambt in Nederlands Indie atau Staatblad Nomor 3 tahun 1860 sudah tidak berlaku

1 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk
Dan Minuta Akta), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, HIm. 33



lagi dan telah diganti dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris, selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan NotarisslUUJN telah
diberlakukan sebagai pengganti peraturan yang lama.?

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1
angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut
dengan UUJN. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum. segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat
yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah
pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare ambtenaren.
Openbare Ambtenare yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris
(PJN) dan Pasal 1868 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan

sebagai pejabat yang disandang atau diberikan wewenang oleh aturan hukum

2 Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian
Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, Jurnal limu Hukum, Volume 2, Nomor 3,
2011, Him 4.



dalam pembuatan akta otentik. yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi
seperti itu diberikan kepada Notaris.?

Suatu akta dapat dikatakan otentik bukan karena penetapan undang-undang,
akan tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat
umum. Notaris juga dapat diartikan sebagai pejabat umum yang satu-satunya
memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. mengenai semua perbuatan
hukum, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh
suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
atau orang lain.*

Kewenangan paling utama dan mendasar yang dimiliki oleh notaris adalah
membuat akta yang autentik. dalam Pasal 1868 KUH Perdata (Kitab Undang-
undang Hukum Perdata) menyebutkan:* Suatu akta otentik ialah suatu akta yang
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu

% Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris),cetakan keempat, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, HIim. 12.

31.

4 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 2007, HIm.



dibuat”.> Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai
minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada
Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi
seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berkedudukan
di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan
seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1
kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara
teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya. Artinya, notaris
tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut
dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di
tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam larangan Jabatan
Notaris Menurut Pasal 17 huruf a UUJN menyatakan bahwa Notaris dilarang
menjalankan Jabatan diluar wilayah jabatannya.®

Kasus ini juga pernah terjadi di Surabaya, Seorang notaris yang memiliki
kantor tempat kedudukan wilayah jabatan di Surabaya tersebut membuat Akta

hibah dan kuasa tanah. Namun objek tanah yang dimaksud berada di Kabupaten

> Missariyani, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Legal
Opinion, Vol. 4 No. 4, 2016, HIm. 8

6 Biro Jasa Notaris, Larangan Jabatan Notaris Menurut UUJIN (Pasal 17)
http://birojasanotaris.com/info-notaris/larangan-jabatan-notaris-menurut-uujn-pasal-17/, 2015, diakses
pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 8: 49.


http://birojasanotaris.com/info-notaris/larangan-jabatan-notaris-menurut-uujn-pasal-17/

Ende, NTT. Pada saat proses pembuatan akta tersebut tidak ada pengecekan
sertifikat sedangkan tanah yang dimaksudkan ada di Kabupaten Ende, namun
notaris tidak memberi tahu kliennya mengenai cakupan wilayah jabatan dari
notaris.’

Berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan diatas, dapat diartikan bahwa
Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat
maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatanya sesuai tempat
kedudukanya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada
didalam wilayah jabatannya.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini
dengan judul “LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR

WILAYAH KERJA JABATAN NOTARIS”.

"Trisia Margareta, uu Jabatan Notaris Diuiji,
https://mww.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13900, 2017, diakses pada tanggal 7 september
2021 pukul 8:46.


http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13900

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni :
1. Bagaimana akibat hukum Notaris yang melanggar wilayah kerja jabatan
notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris tersebut yang membuat akta di luar
wilayah kerja jabatan notaris?
C. Tujuan penelitian
Dalam setiap pelaksanaan penelitian memiliki tujuan penelitian, adapun
tujuan dari dilakukannya ataupun dilaksanakannya, yaitu :
1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Notaris yang melanggar
wilayah kerja jabatan notaris dalam pembuatan akta.
2. Untuk mengetahui dan tanggung jawab notaris yang membuat akta di luar
wilayah kerja jabatan notaris.
D. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai
berikut:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

masukan yang membawa nilai positif bagi perkembangan ilmu



pengetahuan hukum khususnya ilmu pengetahuan mengenai larangan
pembuatan Akta Notaris di luar wilayah kerja Jabatan Notaris.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
para praktisi, instansi yang berkaitan maupun bagi para pihak yang
ingin mengetahui tentang jabatan notaris dapat berguna dan menjadi
sumber informasi bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang
ingin mengetahui dan mendalami mengenai pelaksanaan Jabatan
Notaris.
E. Ruang lingkup penelitian
Mengingat penting dan luasnya permasalahan yang timbul, maka penulis
memberikan batasan dalam pembahasan masalah tersebut agar tidak
menimbulkan terjadinya kesimpang siuran dalam Penelitian ini dan penulisannya
pun menjadi terarah.
1. Kewenangan notaris berdasarkan wilayah kerja jabatan notaris.
2. Akibat hukum Notaris yang melanggar wilayah kerja jabatan notaris
dalam pembuatan akta.
3. Tanggung jawab notaris yang membuat akta di luar wilayah kerja jabatan
notaris.
F. Kerangka teori
Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang



membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu
konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat
konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan
sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat
yang terjadi.®
Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka
pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan
untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis,
yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian
hukum.®
Adapun asas hukum, konsep hukum dan teori hukum yang digunakan
sebagai pisau analisis dalam penelitiaan ini adalah :
a. Teori Kewenangan
Kewenangan adalah Keseluruhan aturan-aturan yang
berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang
pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan
hukum publik.® Patokan teori kewenangan adalah berkaitan

dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam

8 Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan. 1996, HIm. 43.

® Salim H. S., Perkembangan Teori Dalam llmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,

Him..54.

10 salim HS, Penerpan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada , 2013, HIm. 183



melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubunganya
dengan hukum publik maupun dalam hubunganya hukum
privat.!!

Kewenangan yang diberikan undang-undang pada
notaris, terlihat bahwa notaris adalah suatu pekerjaan
menggunakan keahlian spesifik yang menuntut pengetahuan
luas dan tanggung jawab yang berat buat melayani
kepentingan umum, lantaran menurut inti tugas notaris
merupakan mengatur secara tertulis & otentik hubungan
hukum antara para pihak yang secara konsensus meminta
jasa notaris. Sehingga tidak jarang banyak sekali hal pada
peraturan perundang-undangan mewajibkan  perbuatan
hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, misalnya pendirian
perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia &
sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan
para pihak.

Pasal 15 UUJN mengatur tentang kewenangan Notaris,
yaitu Notaris notaris berwenang membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

1L utfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Malang:
Bayumedia Publising, 2004, HIm. 77-79.
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yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.

Hal ini menunjukkan bahwa semua kewenangan notaris
adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 15 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUJN tentang
kewenangan notaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa
notaris berhak membuat akta notaris secara umum. Beberapa
pembatasan wewenang ini adalah:

a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain
yang ditetapkan dengan undang-undang;

b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau
berwenang membuat akta otentik yang diharuskan
oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang
bersangkutan;

c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk

kepentingan siapa akta itu dibuat.
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Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan
menganalisis persoalan yang berkaitan dengan kewenangan
notaris dalam memberikan pelayanan kepada para pihak

perihal pembuatan akta otentik.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen yang menjelaskan teori tanggung
jawab, konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum
(responsibility)  adalah ~ konsep  tanggung  jawab
(responsibility). Seseorang bertanggung jawab atas tindakan
tertentu yang dapat dikenakan sanksi ketika tindakannya
melanggar hukum, karena tindakannya sendiri menuntut
pertanggungjawabannya.

Notaris dalam menjalankan  jabatannya harus
memperhatikan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat UUJN dan
Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku
bagi pedoman moral profesi notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris

mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan
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memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada
kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri
dan rekan satu profesi, tapi terhadap klien serta masyarakat
yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu korelasi notaris
dengan klien wajib berlandaskan pada:

i. Notaris memberikan pelayanan pada masyarakat yang
memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

ii. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai
kesadaran hukum yang tinggi, supaya anggota masyarakat
menyadari hak serta kewajibannya.

iii. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota

masyarakat yang kurang mampu.*?

Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris sebagai
pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil
terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi beberapa yaitu

sebagai berikut :

a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap

kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

12 Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegak Hukum, Bandung: CV Vilawa, 2013,
HIim.108.
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b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap
kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan
notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta
yang dibuatnya;

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya berdasarkan kode etik notaris.*®

Teori pertanggung jawaban atau tanggung jawab hukum
diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab
Notaris yang berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan

UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.

c. Teori Kepastian Hukum
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau
tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

13 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika,
Yogyakarta: Ull Press, 2009, HIm.34.



G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

14

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan
oleh Negara terhadap individu.'*

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris
harus memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan
jasa yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan
yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan
pengetahuan hukum yang cukup dan Kketelitian serta
tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris
diwajibkan agar selalu menjunjung tinggi hukum dan asas
negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan
dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan

masyarakat dan negara.

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum normatif atau disebut

juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan

yang tertulis.®® Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan

atau objek dari penelitian tersebut. Terutama dilakukan untuk meneliti hukum

14 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IImu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999,

Him. 23.

15 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cet 1V,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, HIm. 118.
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yang perumusannya tanpa dikaitkan dengan pendekatan masyarakat, yang

kemudian didukung dengan data-data sekunder sebagai refrensi dalam

penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang kaitannya dengan penelitian

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan

pendekatan UndangUndang (statute approach) dan pendekatan Konseptual.

1. Pendekatan perundang-undangan (stat-ute approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan
perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan
cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

hukum tersebut.®

. Pendekatan konsep (conceptual ap-proach)

Pendekatan konsep (conceptual approach) diawali dengan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin oleh para ahli
hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari hal-hal tersebut, akan ditemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum

dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

2011, HIm. 24
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diteliti, serta dengan pendekatan konsep itu pula dapat dibuat

argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum

yang diajukan.’

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Di dalam penelitian hukum ini bahan yang digunakan adalah bahan

sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data, yang

terdiri dari:

a)

b)

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sumber
aslinya berpa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi
yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan hidup
bermasyarakat.’® Dalam hal ini norma yang mengandung
ketentuan tentang regulasi notaris (Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris) atau berbagai peraturan
perudang-undangan yang terkait dengan notaris.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. **Analisis data yang dilakukan
oleh Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara

kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan

7 1bid. HIm 135-136

18 1bid. HIm 142
19 1bid. HIm 36
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perundang-undangan. terkait yang mengatur mengenai jabatan
notaris.

c) Bahan hukum tertier, yakni bahan penelitian yang terdiri atas
buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti
buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. °Bahan-
bahan hukum tersebut merupakan rujukan dari deskripsi peran
notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris dan peran notaris dalam
memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh
melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan
mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai

permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. 2

20 |bid, HIm 141
21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004, Him. 58.
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5. Teknik analisis bahan hukum
Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,dikumpulkan,
penulis akan uraikan, deskripsikan, dan analisis sehingga dapat menjawab
permasalahan mengenai permasalahan larangan pembuatan akta notaris di luar
wilayah kerja jabatan notaris. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang
dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis
(UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan

verbal.??

6. Teknik penarikan kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu
Penulis mengambil data - data, keterangan - keterangan dan pendapat -

pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.?

22 Suteki dan Galang Taufani , Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik,
Depok: Rajawali Pers, 2018, HIm. 213.

23 Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004, HIm. 25.
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